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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 108 KHI
Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum” ini merupakan hasil
penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana ketetapan KHI
dalam wasiat perwalian anak kepada badan hukum ? Bagaimana analisis hukum
Islam terhadap pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan
hukum ?
Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Selanjutnya data yang
telah dihimpun diatur dan disesuaikan dengan akar permasalahnnya kemudian
dianalisis menggunakan teori Hukum Islam mengenai wasiat. Adapun metodenya
adalah deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan
teori hukum Islam mengenai wasiat untuk menganalisis kesesuaian antara pasal
108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan aturan
wasiat dalam hukum Islam.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pasal 108 dalam
perumusannya tidak memiliki landasan ketentuan nas} yang ada dalam Al-Qur’an
dan Al-Hadis serta peraturan lain yang terkait dengan pemberian wasiat
perwalian kepada badan hukum tidak ada hanya berupa bagian pasal-pasal yang
ada dalam KUHPerdata dan Undang-Undang yang lain dan tidak adanya
penjelasan terperinci terkait pasal tersebut serta prosedur yang harus dilakukan.
Selanjutnya dalam pasal tersebut bersebrangan dengan nilai-nilai budaya dan
norma yang ada di beberapa suku tertentu di Indonesia.
Hasil analisis mengungkapkan bahwa pasal tersebut tidak memiliki
landasan nas} dan bertolak belakang dengan aturan wasiat dalam hukum Islam
yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukun wasiat pada bagian badan hukum
sebagai penerima wasiat dan perwalian anak sebagai benda/harta wasiat. Dengan
tidak terpenuhinya syarat dan rukun wasiat maka pasal tersebut telah gugur dan
perlu adanya perubahan atau pengkajian ulang mengenai persinggungan antara
pasal tersebut dengan ketentuan wasiat, namun dalam perspektif berbeda ada
pesan yang ingin disampaikan para perumus yang bertujuan untuk digunakan
pada era yang berbeda dengan era lahirnya KHI yang dapat diartikan sebagai
terobosan hukum. Penggunaan pasal ini ialah sebagai solusi terakhir jikalau
penyelesaian masalah yang lain tidak dapat memberikan kemanfaatan yang lebih
dibandingkan dengan pasal ini dan mengikuti aturan hukum yang berlaku saat
ini.
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A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang memuat aturan-aturan yang mengikat
pemeluknya untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang dibenarkan. Hukum
Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fikih. Dalam pengertian
syariat, hukum Islam bersifat absolut (tidak berubah), sedangkan dalam
pengertian fikih, hukum Islam merupakan penjabaran lebih lanjut dari
syariah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat.
Nas}-nas} tidaklah mungkin dapat dimengerti secara benar kecuali
apabila tujuan pensyariatan hukum-hukum tersebut dapat diketahui. Tujuan
pembentukannya ialah menolak bahaya dan mengutamakan kemaslahatan.
Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan
meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat menjelaskan
tujuan pembuatan undang-undang secara umum dan khusus pada setiap
pasal-pasalnya.1
Hukum Islam menurut Djamil Latif, telah diterapkan di Indonesia
jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah
ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan di bumi nusantara ini. Hal ini dapat
1 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2008), 92.
































dimengerti berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan
terjaminnya hak-hak perorangan.2
Hak-hak perorangan adalah memiliki harta benda. Persoalan harta
benda dalam Islam sudah dijelaskan secara jelas meskipun perlu ada
perumusan hukum baru untuk menyikapi kompleknya permasalahan di
tengah-tengah masyarakat. Agama mengatur penggunaan harta mulai dari
cara memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam
dilarang mencari dan mentasarufkan hartanya bertentangan dengan syariat-
Nya. Bahkan setelah seseorang wafat harta yang menjadi peninggalan harus
dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam.
Sebelum meninggal, orang yang mempunyai harta berwenang untuk
mewasiatkan sebagian hartanya dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari
hartanya kepada lembaga atau perorangan yang dianggap perlu bagi si mayit
yang pelaksanaannya ketika si pewasiat sudah meninggal. Sebagaimana
ulama Hanafiyah mendefinisikan wasiat yaitu memberikan hak memiliki
sesuatu secara sukarela (tabarru>’) yang pelaksanaannya ditangguhkan, baik
sesuatu tersebut berupa barang maupun manfaat.3
Wasiat ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris
beserta hutang-hutang bagi orang yang meninggal. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam al-Qur`an surat an-Nisa>’ ayat 11:
2 Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi
Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 19.
3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Alma’arif Bandung, 1975), 50.
































                
                   
                
                   
      
Artinya: “Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (QS>. An Nisa:11).4
Allah SWT dalam ayat tersebut mewajibkan umat Islam untuk
mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan
untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang-hutang
daripada mewariskan harta peninggalannya.5 Berkenaan dengan hukum
wasiat ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama bahwa hukum
wasiat tidak wajib dilakukan melainkan lebih kepada kewajiban individual,
baik kepada kedua orang tua maupun kerabat yang sudah menerima wasiat.
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan,
2006), 101
5 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Alma’arif Bandung, 1975), 52
































Pendapat jumhur ulama ini berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Ibn
Hazm dan ulama salaf yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib
dilakukan. Mereka beralasan dengan QS>. al-Baqarah 2:8 dan an-Nisa>’ 4:11-
12 “...Sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar
hutang-hutangnya...”.6
Sedangkan menyangkut petunjuk pelaksaan ketentuan wasiat diatur
dalam Surat al-Ma>idah ayat 106 yang berbunyi :
                       
                    
                     
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya
kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah,
jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan
seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami
menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"7
Allah SWT mengemukakan dalam surat al-Ma>idah ayat 106 apabila
seseorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia
hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua
orang yang adil atau dua orang saksi non muslim (berlainan agama dengan
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 447.
7 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 166
































orang yang menyatakan wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan dimuka
bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa kematian.8
Wasiat tersebut di atas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta.
Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab)
yang akan dijalankan sesudah yang mewasiatkan meninggal, misal sesorang
berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya, membayar
hutang, atau mengembalikan barang yang dipinjamnya sesudah pemberi
wasiat meninggal. Hak kekuasaan yang tidak berupa harta, tidak sah
diwasiatkan (seperti menikahkan anak perempuannya) karena kekuasaan
wali setelah meninggal berpindah kepada wali yang lain menurut susunan
wali yang telah ditentukan.9
Muhammad Jawaz Mughniyah mengemukakan bahwa rukun dan
syarat sahnya suatu wasiat harus disandarkan kepada empat hal, yaitu orang
yang berwasiat (al-mu>si>), orang yang menerima wasiat (al-mu>s}a lah), barang
yang diwasiatkan (al-mu>s}a> bih) dan redaksi wasiat (s}igat).10 Lalu syarat
orang yang diserahi untuk menjalankan wasiat ada enam, yaitu:
1. Beragama Islam.
2. Sudah balig.
3. Orang yang berakal.
4. Orang yang merdeka.
5. Amanah.
8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
152
9 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 373
10 Abdul Manan, Aneka Masalah . . ., 156
































6. Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang
berwasiat.11
Dalam KHI pasal 108 yang berbunyi “Orang tua dapat mewasiatkan
kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri
dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”. Dalam
pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan orang tua yang melakukan
wasiat perwalian anak kepada badan hukum sepeninggalnya adalah
perbuatan yang sah untuk dilakukan.
Tidak ditemukan penjelasan apapun dalam pasal 108 KHI baik dari
unsur terbentuknya pasal maupun akibat hukumnya, sehingga pada pasal
tersebut memungkinkan terjadinya berbagai macam legal opini atau
perspektif hukum yang ditimbulkan dari frase pasal tersebut. Lahirnya pasal
108 tersebut tidak terlepas dari perumusan dan perencaan yang dilakukan
oleh para ulama dengan merujuk pada kitab-kitab fikih para ulama terdahulu
serta penyesuaian dengan kondisi budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat
Indonesia.
Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma<<<>’) ulama dari
berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara
nasional, yang kemudian menjadi legalitas dari kekuasaan negara.
Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum
Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dapam peraturan perundang-undangan.
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 373
































Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama
tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber baik
tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam
(Qur’an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan
dengan subtansi KHI.12
Perumusan KHI, secara subtansial dilakukan dengan mengacu kepada
sumber hukum Islam, yakni Qur’an dan Sunnah Rasul dan secara hirarkial
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping
itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara
global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum
Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu
dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal
terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya ke dalam KHI.
Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang
khas di Indonesia atau dengan kata lain KHI merupakan wujud hukum Islam
yang bercorak ke-Indonesia-an.13
Kompilasi Hukum Islam dalam perancangan dan perumusannya yang
merujuk pada hukum Islam dan kitab fikih serta dikaji secara mendalam oleh
para ulama dan pakar hukum Islam di Indonesia tidak mungkin bertentangan
melainkan adanya modifikasi dan penyesuaian hukum dengan kondisi
12 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 8
13 Ibid., 9
































budaya yang ada di Indonesia. Dalam penyusunan dan perumusan KHI
terdapat hal-hal yang berlainan antara KHI dengan hukum Islam yang
menjadi rujukan KHI diantaranya faktor-faktor yang menjadi alternatif atau
solutif yang memberi kemaslahatan di kemudian hari bagi masyarakat
Indonesia, atau mungkin para perumus KHI juga mempertimbangkan
perkembangan serta kondisi adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia
pada masa itu dan pada masa mendatang.
Konteks wasiat dalam hukum Islam secara umum tidak menyebutkan
penerima wasiat secara ekslpisit maupun implisit namun disebutkan bahwa
yang menerima orang yang beragama Islam, dan wasiat yang ada di dalam
KHI menyebutkan jika penerima wasiat bisa diberikan kepada badan hukum
yang notabene ada berbagai macam agama yang ada dalam badan hukum
tersebut serta dalam KHI tidak ditunjukkan badan hukum yang layak dan
bisa menerima amanat menjalankan wasiat yang diberikan kepadanya.
Kondisi saat ini pelaksanaan wasiat masih dilakukan di dalam
lingkungan keluarga saja dan belum banyak melakukan wasiat selain kepada
keluarga/kerabat dekat pewasiat, namun jika kondisi kerabat dari orang tua
yang meninggal tidak mempu untuk menjaga, mengawasi, dan menjalankan
wasiat kepada anaknya atau ada hal lain yang mengakibatkan tidak adanya
wali bagi si anak sepeninggal kedua orang tua maka bagi KHI mewasiatkan
kepada badan hukum bisa menjadi solusi alternatif bagi anak. Namun di
Indonesia saat ini belum ada regulasi atau payung hukum yang jelas dan rinci
tentang tata cara mewasiatkan perwalian anak kepada badan hukum.
































Antara hukum Islam dan KHI yang pada perumusannya merujuk pada
hukum Islam klasik yang tidak jauh beda dan bertentangan. Dalam hukum
Islam mewasiatkan hanya berupa harta benda bukan perwalian dan penerima
wasiat beragama Islam serta hukum Islam tidak menjelaskan bahwa badan
hukum dapat dikategorikan sebagai penerima wasiat, sedangkan dalam KHI
lebih bersifat memberi kemaslahatan bagi penerima wasiat misal wasiat
dapat berupa harta dan diri si anak, penerima wasiat juga bebas tidak terikat
oleh agama dan pemberian wasiat dapat diberikan kepada badan hukum. Dari
dua hal tersebut hukum Islam bersifat khusus yaitu pemberian wasiat kepada
kerabat dan penerima beragama Islam sedangkan KHI bersifat umum dengan
memberikan kemaslahatan bagi pemberi dan penerima wasiat yaitu pada
badan hukum dan bisa mewasiatkan berupa perwalian anak. Berdasarkan
pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya dari dua
perspektif dan menganalisanya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada
Badan Hukum”
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat
diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Seperangkat unsur-unsur yang menjadi rumusan KHI
2. Relevansi antara pendapat ulama fiqih dan KHI terkait wasiat dan
objeknya.
































3. Prosedur wasiat berdasarkan KHI dan ijtihad ulama
4. Perbedaan fungsi dan akibat hukum wasiat perwalian kepada badan
hukum.
5. Kesesuaian pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan
hukum dengan hukum Islam.
Dengan adanya suatu identifikasi masalah diatas, maka untuk
memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada
masalah-masalah berikut ini :
1. Ketetapan Pasal 108 KHI dalam wasiat perwalian anak kepada badan
hukum.
2. Kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan
hukum dengan hukum Islam.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan
judul maupun latar belakang yang ada.14 Dalam penelitian ini terdapat
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana ketetapan Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak
kepada badan hukum ?
2. Bagaimana kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak
kepada badan hukum dengan hukum Islam ?
14 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

































Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.15
Dalam kajian pustaka, dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang
sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan tidak
terjadinya duplikasi dan plagiasi.16 Penelitian terdahulu tentang wasiat
kepada badan hukum atau yang sejenis, antara lain :
1. Skripsi oleh Mohammad Abdul Ghofur (2012) NIM: C51208033 IAIN
Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya berjudul “Relevansi Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah
Bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat dengan Kitab Fikih yang
Menjadi Referensinya”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
ketentuan wasiat wajibah yang ada di dalam KHI Pasal 209 dengan
kitab fikih yang menjadi rujukannya adalah tidak ada hubungannya atau
tidak relevan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Ainun (1999) NIM: C02395189 IAIN
Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya berjudul “Wasiat Terhadap
Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Staatsblad 1917 No. 129
(Studi Komparatif)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
15 Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet.V
(Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.
16 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.
































persamaan dan perbedaan perlakuan anak angkat atas harta ayah
angkatnya dan status hukumnya menurut Hukum Islam dan Staatsblaad
1917 No. 129.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zaldin Abdi Maulana (2011) NIM:
060710101080 Universitas Jember, dalam skripsi berjudul “Kajian
Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim
Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 368. K/AG/1995)” yang menjelaskan bahwa wasiat wajibah
adalah cara paling mungkin untuk tetap memberikan sesuatu kepada
kerabat yang non muslim sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama
umat manusia seperti yang dikehendaki sang pencipta alam semesta
Allah SWT. Dalam aturan tentang wasiat tidak ditemukan adanya
aturan yang secara tegas melarang pemberian harta kepada non muslim.
4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Darmayanti, 2011. (UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang), dalam skripsi berjudul “Analisis Pasal 209 KHI
Tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis” yang
menjelaskan implikasi yuridis dan sisi konstruksi Pasal 209 KHI secara
umum tentang wasiat wajibah. Bahwa pemberian wasiat wajibah adalah
jalan tengah yang ditempuh oleh ulama penyusun KHI yang diselaraskan
dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras
dengan realitas masyarakat.
Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka
tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena
































penelitian ini mengkaji tentang pemberian wasiat dari orang tua yaitu berupa
perwalian anak kepada badan hukum dari perspektif hukum Islam yang
menurut penulis tidak ada ketentuan yang memperbolehkan mewasiatkan
sesuatu hal selain berupa harta/barang atau sesuatu yang dapat diambil
manfaatnya kepada penerima wasiat dan badan hukum diartikan sebagai
penerima dari wasiat tersebut.
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui secara detail tentang ketetapan pasal 108 KHI dalam
wasiat perwalian anak kepada badan hukum.
2. Untuk mengetahui secara jelas kesesuaian pasal 108 KHI tentang wasiat
perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk
kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang
dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari
segi teoritis dan praktis.
1. Segi Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan teori tentang
mewasiatkan dalam hukum Islam berupa perwalian dari orang tua
































kepada badan hukum yang belum banyak diketahui masyarakat umum
guna sebagai alternatif bagi orang tua jika ingin memberikan
perwaliannya kepada orang selain kerabat dekat dari orang tua atau
keluarga tersebut.
2. Segi Praktis
Sebagai penambah wawasan dalam praktik di masyarakat dalam
hal mewasiatkan perwalian anak kepada badan hukum yang bertujuan
untuk mengarahkan dan memberikan pendidikan serta pengawasan dan
penguasaan yang baik bagi anak tersebut setelah sepeninggal orang
tuannya.
G. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang
akan diteliti serta menghindari dari kesalafahaman bagi para pembaca dalam
memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk
menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :
Hukum Islam Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-
Quran dan Hadits serta pendapat ulama fikih
Imam Syafi’i17 yang menjelaskan tentang wasiat
kepada badan hukum.
17 Sudarsono, Kamus Hukum Islam, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1992), 12.


































Pernyataan kehendak seseorang (orang tua)
mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya
sesudah dia meninggal dunia18 berupa
pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan
hartanya19 yang diberikan kepada perkumpulan
yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum
(perseroan, lembaga, dsb).20
H. Metode Penelitian
Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan
penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan
suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.21
Metode Penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang
dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan
tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.
Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta
desain penelitian yang digunakan.22
18 Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1997), 55
19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1990), 1007
20 Ibid., 63
21 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.
22 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 05.
































Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di
atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun
data yang digali :
1. Jenis Penelitian
Data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah referensi-
referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang wasiat dalam hukum
Islam, khususnya terkait pembahasan syarat dan rukun serta orang yang
berhak menerima wasiat. Data yang paling pokok yang harus didapat
ialah problematika dan konsep dari wasiat dalam hukum Islam sehingga
penelitian nantinya bisa fokus dan terarah.
2. Sumber Data
Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :
a. Data Primer
Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan
dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data
primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan
pengadilan, dalam hal ini yang digunakan adalah Instruksi Presiden
(Inpres) berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).
b. Data Sekunder
Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk
mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, serta
































literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini,
antara lain :
1) Abd. Manan Ghazaly, Fiqh Munakahat
2) Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2
3) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia
4) Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di
Indonesia
5) Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia :
antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan
6) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia
7) Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama
dalam Sistem Hukum Nasional
8) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis
untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai
dengan lingkup penelitian itu sendiri.23 Teknik Pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen.
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang
sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi.24 Data yang akan diteliti meliputi beberapa kitab fikih
23 Ibid., 74.
24 Ibid., 33
































menurut mazhab Imam Syafi’i yang menjadi rujukan untuk menjawab
kasus-kasus kontemporer. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap
nas}-nas} yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadist sebagai rujukan
wajib dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam
penelitian yang digunakan untuk memproses data mentah yang ada di
lapangan atau pustaka menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk
kemudian dianalis dan disimpulkan.
Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah
proses editing (pemeriksaan data) yakni pemeriksaan kembali data-data
yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian,
dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.25 Data diperiksa
dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara beberapa
referensi hukum berikut hdengan literatur tambahan yang lain.
Kemudian, setelah editing selesai, dilanjutkan dengan proses
organizing yang berarti menyusun data yang diperoleh secara
sistematis.26 Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil
dari analisis Hukum Islam terhadap Pasal 108 KHI tentang wasiat
perwalian anak kepada badan hukum.
5. Teknik Analisis Data
25 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118.
26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 803
































Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah
menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau
menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur hukum Islam
yang berkaitan dengan wasiat perwalian anak kepada badan hukum.
Kemudian dianalisis dari segi hukum Islam sehingga memperoleh hasil
penelitian yang valid dan rinci untuk kemudian disimpulkan.
Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung
menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori hukum
Islam untuk menganalisis problematika wasiat perwalian anak kepada
badan hukum secara lebih mendalam.27
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara
sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian serta sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan mengenai konsep wasiat perspektif Hukum
Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun dan syarat
wasiat, batasan bagian wasiat, pembatalan wasiat, serta hikmah wasiat.
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 03.
































Bab ketiga berisi data penelitian tentang penjelasan seputar KHI,
penjelasan mengenai perwalian dalam perspektif hukum Islam dan hukum
positif, dan penjelasan mengenai konsep badan hukum.
Bab keempat berisi analisis yang merupakan hasil dari penelitian
yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang di dalamnya dijelaskan dan
diungkapkan secara tuntas bagaimana analisis Hukum Islam mengenai
wasiat dalam pemberian wasiat perwalian kepada badan hukum, serta
aplikasinya dan konsekuensi yang timbul akibat dari pemberian wasiat
perwalian kepada badan hukum tersebut yang dianalisis secara mendalam.
Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat
penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta
rekomendasi yang penulis berikan.

































KONSEP WASIAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum Wasiat
1. Pengertian Wasiat.
Wasiat secara bahasa artinya mengambil, memanfaatkan,
mendayagunakan. Secara istilah ialah mengambil harta dan
memanfaatkannya setelah kematian seseorang. Biasanya menggunakan
kata ‘Aishoita’ sehingga dikenal dengan sebutan berwasiat. Sesuatu
yang bisa diwasiatkan itu harus dalam  bentuk harta. Menurut sebagian
ulama fiqh lainnya, wasiat tidak harus dalam bentuk harta, tapi juga bisa
jasa yang bisa diberi upah atau nilai manfaat dari suatu hal.
Esensi dalam berwasiat ada dua, yakni akad dan nilai manfaat.
Ulama fiqh memberi contoh, harta. Karena harta bisa digunakan
sebelum mati namun juga berbekas amal sholih atau fa>sid setelah mati.
Adapun syarat sahnya wasiat ada dua, yaitu langsung/jelas dan
mempunyai batasan waktu. Sebagaimana contoh, Aku berwasiat atas
barang ini... (Langsung / jelas). Aku berwasiat kepadamu setelah aku
mati nanti, (berjangka waktu).1
Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut
dalam al-Qur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat
disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali.
1 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 8 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 17.
































Seluruhnya disebut dalam al-Qur’an sebanyak 25 kali. Dalam
penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan,
memerintahkan (QS. Al-‘An’a>m, 6:151, 152, 153, al-Nisa>’, 4:131),
mewajibkan (QS. al-‘Ankabu>t, 29:8, Luqma>n, 31:14, al-Syu>ra>, 42:13, al-
Ah}qa>f, 46:15), dan mensyariatkan (al-Nisa>’ 4:11). Sementara pendapat
mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu
perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi pelaksanaannya.2
Wasiat dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut
dengan istilah testament. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan
prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama
yang menyangkut kriteria dan persyaratan.3 Pendapat lain dari
pengertian wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk
mengurusi hartanya sesuai dengan pesan sepeninggalnya. Jadi, wasiat
merupakan tas}arruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan
setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang
yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan.
Oleh karena itu, dalam syariat Islam, tidak ada suatu wasiat yang wajib
dilakukan dengan jalan putusan.4
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, mengemukakan
pengertian wasiat adalah sebagai berikut “wasiat itu adalah pemberian
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 438.
3 Ibid., 439.
4 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIS, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 237.
































seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun
manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang
berwasiat mati.”5 Menurut T. M. Hasby ash Shiddieqiy, wasiat adalah
suatu tas}arruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan
sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.6
2. Dasar Hukum Wasiat.
Wasiat disyariatkan melalui al-Qur’an, Sunnah dan ijma>’.
a. Al-Qur’an.7
Allah SWT, berfirman :
                       
         
Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas
orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah, 2:180)
                    
              
    
Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara
kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk
isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun
lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan
tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa
bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)
5 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
41.
6 T. M. Hasby Ash Shiddieqiy, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 300.
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 440.
































membiarkan mereka berbuat yang ma´ruf terhadap diri
mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(QS. Al-Baqarah, 2:240)
Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum
wasiat dan teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi objek
wasiat.
b. Sunnah.8
 ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِﺮِﻣﺎَﻋ ْﻦَﻋ َﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ْﻦَﻋ ُنﺎَﻴْﻔُﺳ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﻢْﻴَﻌُـﻧ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ
 َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ٍصﺎﱠﻗَو ﻲَِﺑأ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َءﺎَﺟ َﺔﱠﻜَﻤِﺑ َﺎَﻧأَو ﻲِﻧُدﻮُﻌَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳ
 َﺎﻳ ُﺖْﻠُـﻗ َءَاﺮْﻔَﻋ َﻦْﺑا ُﻪﱠﻠﻟا ُﻢَﺣْﺮَـﻳ َلَﺎﻗ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ َﺮَﺟﺎَﻫ ﻲِﺘﱠﻟا ِضْرَْﻷِﺎﺑ َتﻮَُﻤﻳ ْنَأ َُﻩﺮْﻜَﻳ َﻮُﻫَو
 َﻓ َلَﺎﻗ ُﺚُﻠـﱡﺜﻟا ُﺖْﻠُـﻗ َﻻ َلَﺎﻗ ُﺮْﻄﱠﺸﻟَﺎﻓ ُﺖْﻠُـﻗ َﻻ َلَﺎﻗ ِﻪﱢﻠُﻛ ﻲِﻟﺎَﻤِﺑ ﻲِﺻُوأ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺚُﻠـﱡﺜﻟﺎ
 َسﺎﱠﻨﻟا َنﻮُﻔﱠﻔَﻜَﺘَـﻳ ًﺔَﻟﺎَﻋ ْﻢُﻬَﻋَﺪَﺗ ْنَأ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َءﺎَﻴِﻨَْﻏأ َﻚَﺘَـﺛَرَو ََعﺪَﺗ ْنَأ َﻚﱠﻧِإ ٌﺮﻴِﺜَﻛ ُﺚُﻠـﱡﺜﻟاَو
 َِﻟإ ﺎَﻬُﻌَـﻓْﺮَـﺗ ﻲِﺘﱠﻟا ُﺔَﻤْﻘﱡﻠﻟا ﻰﱠﺘَﺣ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ﺎَﻬـﱠﻧَِﺈﻓ ٍﺔَﻘَﻔَـﻧ ْﻦِﻣ َﺖْﻘَﻔْـَﻧأ ﺎَﻤْﻬَﻣ َﻚﱠﻧِإَو ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ ﻲِﻓ ﻰ
 َُﻪﻟ ْﻦُﻜَﻳ ْﻢَﻟَو َنوُﺮَﺧآ َﻚِﺑ ﱠﺮَﻀُﻳَو ٌسَﺎﻧ َﻚِﺑ َﻊِﻔَﺘْﻨَـﻴَـﻓ َﻚَﻌَـﻓْﺮَـﻳ ْنَأ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰَﺴَﻋَو َﻚَِﺗَأﺮْﻣا ﻲِﻓ
 ٌﺔَﻨْـﺑا ﱠﻻِإ ٍﺬِﺌَﻣْﻮَـﻳ
Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita
kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin
Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang
menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di
Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri
dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda;
"Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan:
"Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk
menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda:
"Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda:
"Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau
bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah
banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli
warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada
kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu
mengemis kepada manusia dengan menengadahkan
tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu
8 Ibid., 442.
































keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk
shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke
dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu
dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui
dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang
lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris
kecuali seorang anak perempuan.” BUKHARI – 2537
(HR. Bukhari)
Dengan demikian dapat dipahami bahwa wasiat itu penting,
selain sebagai pelaksanaan ibadah untuk investasi kehidupan
akhirat, dan wasiat akan memberi manfaat bagi kepentingan orang
lain atau masyarakat pada umumnya. Meskipun realisasinya
dibatasi maksimal 1/3 dari harta si pewasiat. Ini dimaksudkan agar
hak-hak ahli waris tidak terkurangi, sehingga mengakibatkan
kehidupan mereka terlantar.
c. Ijma>’.
Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat
islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang
demikian tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar
seseorang itu menunjukkan adanya ijma atau kesepakatan umat
Islam bahwa wasiat merupakan syariat Allah SWT dan Rasulnya
didasarkan atas nas}-nas } al-Qur’an maupun hadis nabi yang
menerangkan tentang keberadaan wasiat.9 Ijma ulama,  mengatakan
bahwa semua ulama sepakat hukumnya wasiat adalah boleh.10
d. Qiyas / analogi.
9 M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 21.
10 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 19.
































Berwasiat berarti membuktikan rasa tenggang rasa dan
peduli terhadap orang lain, serta bukti solidaritas antar umat
manusia dalam mencari dan memperbanyak perbuatan-perbuatan
yang baik.11
B. Syarat dan Rukun Wasiat
1. Rukun Wasiat
Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-
rukunnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memberi
uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Sayyid Sabiq misalnya,
menyebutkan rukun wasiat hanya satu, yaitu penyerahan dari orang yang
berwasiat.12 Muhammad Jawwad Mughniyah menerangkan bahwa rukun
wasiat ada empat yaitu: redaksi wasiat (s}igat), pemberi wasiat (mu>si>),
penerima wasiat (mu>sa lah), dan barang yang diwasiatkan (mu>sa> bih).13
Ibn Rusyd dan al-Jazi>ry> mengemukakan pendapat ulama secara
muqa>ranah (komparatif) ada 4 rukun wasiat:
a. al-mu>si> (orang yang berwasiat)
b. al-mu>sa> lah (orang yang menerima wasiat)
c. al-musa>bih (harta yang diwasiatkan)
d. s}igat (lafad ijab dan kabul)14
11 Ibid.
12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 449.
13 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996),
504.
14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 449.
































2. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah
sebagai berikut :
Wasiat dapat dikatakan sah manakala melalui tiga tahapan, yaitu
perumpamaan/ungkapan, tertulis, atau petunjuk yang dapat memahamkan
dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Imam Syafii menganggap sah
wasiat yang dinyatakan dengan lisan tanpa harus dengan tulisan, karena
lisan itu bisa dijadikan sumber hukum sebagaimana kesaksian saksi di
muka Pengadilan.15
a. Orang yang berwasiat
Disyaratkan orang yang memberi wasiat adalah orang yang
ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi
(kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi didasarkan pada akal,
kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar, dan tidak dibatasi karena
kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat orang yang
kurang kompetensinya, yaitu karena masih anak-anak, gila, hamba
sahaya, dipaksa, atau dibatasi maka wasiatnya tidak sah.16
Seseorang yang hendak mewasiatkan haruslah sudah dewasa,
akil, baligh, dan merdeka. Islam/kafir dan laki-laki/perempuan tidak
merupakan syarat orang yang mewasiatkan.17 Sudarsono
menerangkan syarat sahnya orang yang berwasiat ialah harus sudah
akil baligh, mempunyai pikiran sehat, benar-benar berhak atas harta
15 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 48-50.
16 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, Cet.2 (Bandung: Al Ma’arif, 1988), 225.
17 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 48-50.
































benda yang akan diwasiatkan. Di samping itu pewasiat tidak berada
di bawah pengaruh yang tidak menguntungkan seperti: tertipu,
terpaksa, dan keadaan-keadaan lain yang sejenis.18
Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang
cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian
bebas memilih dan tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang
yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah
wasiatnya. Namun, bila wasiat anak-anak yang sudah cakap
melakukan perbuatan hukum, di kalangan ulama terjadi perbedaan
pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak sudah
mumayyis, tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-
anak, baik yang belum mumayyis maupun yang sudah mumayyis.19
Pendapat lain dari Dian Khairul Umam dalam bukunya Fiqih
Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS menerangkan bahwa mushi
adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk
menguruskan harta sesudah ia meninggal. Untuk sahnya wasiat,
pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Balig
2) Berakal sehat
3) Dengan sukarela atas kemauan sendiri20
18 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), 107.
19 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.
20 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIS, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 240.
































Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah
setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada
paksaan. Namun mereka berbeda dalam menentukan batas usia,
karena ini erat kaitannya dengan kepemilikan. Imam Malik
mengatakan wasiat orang safi>h (bodoh) dan anak-anak belum baligh
hukumnya sah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar ibn al-
Kattab yang membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau
10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham.
Kompilasi Hukum Islam menerangkan aturan bagi orang
yang berwasiat, yaitu dinyatakan dalam pasal 194 yang berbunyi:
1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari
pewasiat.
3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam pasal
(1) ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal
dunia.21
b. Orang yang menerima wasiat
Syarat orang yang menerima wasiat ialah harus ada
orangnya ketika wasiat itu dibacakan, orangnya harus jelas,
orangnya sudah bisa bertanggung jawab, merdeka lebih
21 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 450.
































diutamakan.22 Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang
menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat
dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak atau benda.23
Orang yang menerima wasiat harus ada pada saat wasiat tersebut
dilakukan, atau penerima masih ada pada saat pemberi wasiat
meninggal dunia. Adapun syarat yang kedua ini akan timbul
perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila penerima wasait
tersebut juga sebagai ahli waris; jadi penerima wasiat berkedudukan
ganda.24
Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada
ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat
dapat pula ditujukan kepada seseorang yang nonmuslim maka
wasiat tersebut sah bila penerima wasiat berada di wilayah  yang
mayoritas penduduknya beragama Islam.25
Mu>sa lah adalah orang yang diberi wasiat untuk
menguruskan harta pemberi wasiat sesudah ia meninggal. Mu>sa lah
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya
2) Ia ada ketika pemberian wasiat
22 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 48-50.
23 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 451.
24 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 108.
25 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.
































3) Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.26
Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada
ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat
dapat dilakukan kepada seseorang yang nonmuslim maka wasiat
tersebut sah bila penerima wasiat (orang yang nonmuslim) itu
berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.27
Orang yang menerima wasiat haruslah mempunyai kriteria
sebagai berikut,28
1) Bukan termasuk ahli waris dan bukan orang yang sebelumnya
memiliki harta yang  akan diwasiatkan kepadanya.
2) Tidak meminta lebih selain ketentuan batas maksimal dalam
menerima wasiat yaitu sepertiga. Kecuali pewasiat
menghendaki lain.
3) Orang yang menerima wasiat harus jelas dan tidak diragukan
statusnya.
4) Orang yang menerima wasiat tidak dalam keadaan haji dan
dapat diketahui keberadaannya dengan jelas.
5) Adanya iktikad baik antara penerima wasiat dan pemberi
wasiat.
c. Barang yang diwasiatkan
26 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIS, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 240.
27 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80.
28 Muhammad bin Sholih, Syarh al-Mumta’ ‘Ala Zad al-Mustaqni’, Juz 5 (Beirut: al-Kitab al-
‘Alami Li al-Nasyri, 2005), 158-159.
































Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan. Harta
peninggalan hanya boleh diwasiatkan tidak lebih dari 1/3.
Perhitungan ini harus mengingat: 1. Telah dikurangi utang-piutang
mayyit; 2. Telah dipotong biaya/belanja penguburan mayyit;
Keseluruhan harta yang diwariskan itu ada pada saat pemberi wasiat
(pewasiat) meninggal dunia.29 Wahbah Zuhaily mengemukakan
bahwa syarat sesuatu yang bisa diwasiatkan ialah:
1) Harus berupa harta benda
2) Tidak berubah bentuk
3) Bisa dimiliki
4) Spesifik dan tidak absurd
5) Tidak digunakan dalam kemaksiatan.30
Disyaratkan agar yang diwasiatkan bisa dimiliki dengan
salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat mati. Dengan
demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai,
baik berupa barang ataupun manfaat. Sah pula wasiat tentang buah
dari tanaman dan apa yang ada di dalam perut sapi betina, sebab
yang demikian dapat dimiliki melalui warisan. Maka selama yang
diwasiatkan ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan mati, orang
yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat
mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan
manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan. Tidak sah
29 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 108.
30 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 48-50.
































mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai, dan yang tidak
berniali bagi orang yang mengadakan akad wasiat seperti khamar
bagi kaum muslimin.31
Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai
harta yang dapat diserahterimakan hak pemilikiannya dari pemberi
wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah
mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain
itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas atau
bermanfaat bagi penerima wasiat bukan harta atau barang-barang
yang diharamkan atau yang akan membawa kemudharatan bagi
penerima wasiat. Namun, bila harta yang diwasiatkan sifatnya
samar-samar, termasuk ikan di empang dan semacamnya, dapat
diwasiatkan.32
Suatu harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1) Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang bernilai.
2) Sudah ada ketika wasiat itu dibuat.
3) Milik pemberi wasiat sendiri.33
Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai
harta yang dapat diserahterimakan hak kepemilikannya dari pemberi
wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu tidak sah
31 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, Cet.2 (Bandung: Al Ma’arif, 1988), 229.
32 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.
33 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIS, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 240.
































mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain
itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan
bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang diharamkan
atau membawa kemudaratan bagi penerima wasiat. Namun, bila
harta yang diwasiatkan sifatnya samar-samar, termasuk ikan di
empang dan semacamnya, dapat diwasiatkan.34
d. Shigat wasiat.
Sigat bermakna pernyataan yang jelas. Dalam hal ini
pemberi wasiat menyatakan dengan jelas mengenai isi wasiatnya di
hadapan dua orang saksi. Khusus mengenai pernyataan yang jelas
tidak diharuskan secara tertulis, kecuali sebagai pemenuhan
terhadap ketentuan hukum setempat.35
Sighat hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas
menyatakan maksud wasiat. Kata-kata yang menyatakan maksud
wasiat, misalnya:
1) Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam
harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid.
2) Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat
dari harta peninggalan saya untuk kepentingan madrasah di
desa saya.36
34 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 79.
35 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 108.
36 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIS, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 240.
































Secara terpisah Imam Syafi’i berpendapat dalam buku Fiqih
Madzhab Syafi Buku 2 karya Ibnu Mas’ud menjelaskan bahwa
syarat-syarat sahnya berwasiat ialah 37:
1) Yang berwasiat seorang mukallaf, merdeka serta melakukannya
atas kemauan sendiri walaupun ia bodoh atau kafir. Tidaklah
sah wasiat dari anak-anak, orang gila, dan orang yang terpaksa.
2) Tempat memberikan wasiat dihalalkan (dibolehkan) dalam
agama Islam, seperti masjid, madrasah, dan lain-lainnya.
Tidaklah sah berwasiat ke tempat-tempat yang diharamkan
oleh agama, seperti gereja rumah berhala, tempat judi, dan lain-
lainnya.
3) Tempat memberikan wasiat jelas ada dan ada pula ahli milik
wasiat ketika berwasiat. Tidaklah sah wasiat orang Islam
kepada orang kafir, wasiat kepada jenazah, atau binatang ternak
sebab semua itu tidak dapat memiliki wasiat terserbut.
4) Wasiat lebih dari sepertiga harta orang yang berwasiat. Bila ada
seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, yang sah
hanyalah yang sepertiga itu, sedangkan selebihnya adalah hak
waris.
37 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),
181.
































C. Batasan Bagian Wasiat
Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan,
manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam
keadaan sakit ataupun sehat dan setelah diambil biaya perawatan dan
pelunasan hutang si mayit.38 Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi
sepertiga harta dari jumlah seluruh harta orang yang diwasiatkan. Bahkan
berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.39
Wasiat berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala
terdapat ahli waris, baik wasiat dikeluarkan ketika keadaan sakit ataupun
sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan
ulama madzhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Imam Syafi’i
mengatakan bahwa penolakan ataupun izin hanya berlaku seseudah
meninggalnya pemberi wasiat. Maka jika mereka memberi izin ketika
pemberi wasiat masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak
melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, mereka berhak
melakukannya baik izin tersebut mereka berikan ketika pemberi wasiat
berada dalam keadaan sehat ataupun sakit.40
Diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak
diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Utamanya adalah wasiat yang
kurang dari sepertiga, sebab telah terjadi ijma’ atas hal tersebut.41 Jumhur
ulama berpendapat bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua harta
38 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT>. AlMaarif, 1994), 60.
39 Ibid., 65.
40 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 247.
41 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, Cet.2 (Bandung: Al Ma’arif, 1988), 231.
































yyang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedang Imam Malik berpendapat
bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat,
bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.42
Apabila seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak
dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris, dan untuk pelaksanaannya
diperlukan dua syarat :
1. Permintaan izin dari ahli waris dilaksanakan sesudah orang yang
berwasiat mati, sebab sebelum dia mati orang yang memberi izin belum
mempunyai hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila ahli
waris memberikan izin waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang
yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya. Bila ahli waris
memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati maka wasiat
tersebut dilaksanakan.
2. Orang yang memberi izin mempunyai kompetensi yang sah, tidak
dibatasi karena kedunguan atau kelalaian di waktu memberikan izin.
Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun
tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga.43
Sajuti Thalib menuliskan dalam bukunya bahwa apabila wasiat lebih
dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:
1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
42 Ibid., 232.
43 Ibid., 233.
































2. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima
waris, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan wasiat
atas sepertiga harta peninggalan tersebut.
Kalau mereka mengikhlaskan, maka halal dan ibahah hukumnya
pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut.44
Batasan yang diperbolehkan berwasiat hanyalah sepertiga, tidak boleh lebih.
Wasiat boleh dilaksanakan lebih dari sepertiga bagian manakala ahli waris
sepakat. Karena pada intinya, wasiat ada karena kesepakatan dan kerelaan
ahli waris.45
D. Pembatalan Wasiat
Dalam hukum Islam suatu wasiat dapat dibatalkan apabila wasiat
tersebut melampaui batas, dengan memberikan suatu bagian dengan jumlah
nilai harta peninggalan yang lebih dari sepertiga, maka ahli waris utama
(bukan ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris si peninggal) bebas
melakukan tindakan terhadap kelebihan harta peninggalan tersebut. Bebas
melakukan tindakan dalam hal ini adalah pihak yang diberi wasiat untuk
mengembalikan harta yang diwasiatkan sebesar hak yang menjadi bagian
ahli waris.
Penentuan pembatalan wasiat yang diprioritaskan adalah pada wasiat
yang melewati batas yang ditentukan dan kemudian baru barang yang
diwasiatkan seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya, yang
44 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.
45 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 16.
































pengembaliannya tidak dapat diganti dengan uang. Akan tetapi hal ini dapat
dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sehingga masalah pembatalan
wasiat baik dalam hukum waris islam maupun hukum waris perdata tidak
terlepas dari ketentuan yang sidah diatur oleh undang-undang dan dalam
pembuatannya terkait oleh bentuk dan syarat tertentu
Wasiat dapat dibatalkan dengan putusan hakim apabila calon
penerima wasiat berada dalam keadaan:
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
melakukan penganiayaan berat kepada orang yang memberi wasiat.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat
untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan
calon penerima wasiat.
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat
wasiat dari pewasiat.
5. Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia
meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
6. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak
menerimanya.
































7. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, akan tetapi ia tidak
pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal
sebelum meninggalnya pewasiat.
8. Barang yang diwasiatkan telah musnah.46
Menurut Sayyid Sabiq wasiat batal dengan hilangnya salah satu
syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:
1. Bila orang yang beerwasiat itu menderita penyakit gila yang parah
hingga meninggal.
2. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya.
3. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima
oleh orang yang diberi wasiat.47
E. Hikmah Wasiat
Salah satu hadits dari Rasulullah SAW yang memuat pentingnya
fungsi dari wasiat adalah sebagai berikut:
 ْﻦَﻋَو ِﻦْﺑذﺎَﻌُﻣ ٍﻞَﺒَﺟ َﻲِﺿَر ُﻪﻠُﻟا ُﻮ ْـﻨَﻌَﻟ ﻮﻨﻌﻟﺎَﻌَـﺗ َلَﺎﻗ: َلَﺎﻗ ِﻰﺒﱠﻨُﻟاﻰﱠﻠَﺻ َﻪﻠﻟا ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ" ﱠنِا َﻪﻠُﻟا َقﱠﺪَﺼَﺗ
 ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻠُـِﺜﺑ ِﺚ ْﻢُﻜِﻟاَﻮَْﻣأ َﺪْﻨِﻋ ْﻢُﻜِﺗَﺎﻓَو ٌةَدَﺎِﻳز ْﻢُﻜِﺗﺎَﻨَﺴَﺤﻓ"(ِﻦُﻄُْﻗرا ﱠﺪﻟا ُﻩاَوَر)
Artinya: “Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu sekalian
dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah
amalkebaikanmu. (HR. Daruqutni).
Menurut Sayyid Sabiq hadits tersebut adalah dhaif, namun boleh
diamalkan karena berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, selain itu
manfaat dari wasiat adalah sebagai bukti manusia mendekatkan diri kepada
46 Bahder Johan Nasution, et al, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 61.
47 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, Cet.2 (Bandung: Al Ma’arif, 1988), 251.
































Tuhannya yang telah menciptakannya dan juga mempererat tali silaturrahmi
antara sesama kerabat penerima wasiat.48 Hikmah lain dari pensyari’atan
wasiat adalah sebagai berikut:
1. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan
meninggal.
2. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk
kelangsungan hidupnya.
3. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat itu tidak melebihi
sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh mushi terhadap harta
peninggalannya.
4. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta
kerukunan dan kasih sayang antara mereka semakin kuat.
48 Ibid., 220.

































KETENTUAN KHI TENTANG WASIAT PERWALIAN ANAK KEPADA
BADAN HUKUM
A. Kompilasi Hukum Islam.
1. Pengertian KHI.
Untuk memahami makna Kompilasi Hukum Islam, terlebih
dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan arti kompilasi itu sendiri.
Kata kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu “compilare” yang
mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, istilah ini kemudian
dikembangkan menjadi “compilation” yang di Indonesia disebut
kompilasi. Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris
yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poermadarminto disebutkan
kata “compilation” dengan terjemahan “karangan tersusun dan kutipan
buku-buku lain”. Abdurrahman merangkum dari beberapa keterangan,
mengartikan kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai
bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu
persoalan tertentu.1
Pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah
buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan
hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Adapun
kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah
1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),
10-11.
































merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dan
berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa
dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan
dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang dinamai
Kompilasi Hukum Islam (KHI).2
2. Sumber Perumusan KHI.
Proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala
tahapnya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi
penyusunan KHI adalah sebagai berikut :
a. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu
UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; PP No. 9 Tahun
1975; dan UU No. 7 Tahun 1989. Penempatan UU No. 7 Tahun
1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal; karena
UU No. 7 Tahun 1989 diundangkan pada tanggal 29 Desember
1989, sedangkan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari
kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampat tanggal 6
Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam
KHI berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama
dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989.
Mungkin materi yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari
Rancangan UU yang memang sudah lama dipersiapkan.
2 Ibid., 14.
































b. Kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab, meskipun yang terbanyak
adalah dari madzhab Syafi’i. Dari daftar kitab fiqih yang ditelaah
untuk perumusan KHI kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari
Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri.
c. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil
dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun
kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari Hukum
Adat. Seandainya ada praktik adat terdapat dalam KHI, seperti
harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari
Hukum Adat secara langsung. Tetapi dari UU yang telah lebih
dahulu mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat
dijadikan contoh pengambilan dari adat adalah bolehnya mengawini
perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqih
munakahat.3
3. Tujuan Pembentukan KHI.
Menurut Yahya Harahap tujuan dibentuknya KHI adalah untuk
mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan
hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam hukum, terdapat
beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju yaitu:
a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama
Prof. Bustanul Arifin selaku Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Agama, berulang kali mengatakan
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 24-25.
































bahwa ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam
melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD
1945 jo. Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970.
1) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan
Undang-undang.
Lingkungan Peradilan agama secara legalitas berdasar
pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi
sebagai salah satu pelaksana judicial power dalam Negara
Hukum RI. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau
yurisdiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dlam
UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian, Pengadilan Agama,
resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Negara yang
berpuncak kepada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Hal itu pun sudah ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun
1985 jo. Pasal 3 U No. 7 Tahun 1989. Peradilan Agama bukan
peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan
Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.
2) Adanya organ pelaksana.
Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang
berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak
lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan
pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah. Di
masa yang lalu, organnya barangkali belum sempurna. Tingkat
































kualitas, integritas profesionalisme belum memenuhi standar.
Namun dalam perjalanan sejarah kehadirannya, sesuai dengan
tekad pembinaan dan pengawasan yang diperlihatkan
Departemen Agama dan Mahkamah Agung, kualitas intergritas
profesionalisme yang dimiliki organ aparat, dari hari ke hari
semakin solid.
3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan.
Pilar ketiga adanya sarana hukum positif yang pasti dan
berlaku secara unifikasi. Sepanjang mengenai landasan
kedudukan, kewenangan telah dikodifikasi aturan hukumnya.
Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989, sudah mantap
kedudukan dan kewenangannya. Begitu juga mengenai huum
acaranya, sudah positif dan unifikasi. Berdasar Pasal 50 UU No.
7 Tahun 1989, hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan
hukum yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum yakni
HIR dan RBG, ditambah dengan ketentuan hukum acara yang
diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur
sendiri dalam UU No. 7 Tahun 1989, sebagai aturan hukum
acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan
cerai gugat.
UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang
perkawinan pada dasarnya hal-hal yang ada didalamnya baru
merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan
































ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam
Islam. Masih banyak hal yang dituntut syariat Islam yang
belum diatur secara menyeluruh di undang-undang tersebut.
Satu-satunya cara yang harus dibenahi ialah melengkapinya
dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk
itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan
legalistik yang formal, meskipun tidak maksimal dalam bentuk
undang-undang. Dipilihlah jalan pintas yang sederhana berupa
kompilasi.4
b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
KHI sebagai bagian keseluruhan tata hukum Islam, sudah
dapat ditegakkan dan dipaksakan nilainnya bagi masyarakat Islam
Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran
kitab-kitab fiqih hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin,
semua hakim yang berfungsi dilingkungan PA diarahkan ke dalam
persepsi pengakuan hukum yang sama melalui KHI sebgai satu-
satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.5
c. Mempercepat Proses Taqribi bain al-Ummah
Tujuan lain yang juga sama pentingnya ialah mempercepat
arus taqribi bainal ummah. Dengan adanya KHI dapat diharapkan
sebagai jembatan penyebrangan ke arah memperkecil
4 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika,
2001), 23-24.
5 Ibid., 25.
































pertentantangan dan perbantahan khilafiyah. Sekurang-kurangnya di
bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf
dan warisan, dapat dipadu dan disatukan permahaman yang sama.6
d. Menyingkirkan paham Private Affair
Paham private affair adalah paham masyarakat tentang nilai-
nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi.
Tindakan perkawian, hibah, wasiat, dan warisan semata-mata
dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah dan
tidak perlu campur tangan orang lain atau penguasa. Misalnya
mentalak istri adalah hak dan urusan suami dengan tuhan. Hadirnya
KHI adalah untuk menyingkirkan paham tersebut dan menuntut
semua lapisan masyarakat Islam untuk mentaatinya. Paham yang
bercorak demikian ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat
awam melainkan terjadi pula di kalangan elite lingkungan ulama
dan fuqaha>, dari hasil pengamatan dan pengalaman selama ini
ternyata masyarakat Islam tidak membedakan urusan yang termasuk
bidang u’budiyah dengan bidang mu’amalah, keduanya dianggap
sebagai urusan pribadi manusia dengan Tuhan dan diindividualisir
sebagai hak mutlak perseorangan tanpa campur tangan masyarakat
dan penguasa.7




































Maksud dari pendekatan perumusan KHI ialah metode yang
dilakukan dalam penyusunan perumusan KHI guna untuk penentuan
metode berpikir, analisa dan pengkajian sebagai patokan. Dengan
adanya hal-hal tersebut dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal,
penyusunan dan perumusan kompilasi tidak boleh melampauinya.
a. Sumber utama al-quran dan sunnah
Pendekatan perumusan KHI mengambil bahan sumber utama
dari nas} al-qur’an dan Sunnah. Melalui pendekatan yang
menitiksentralkan kepada nas Al-Qur’an dan Sunnah, sejak semula
penyusunan perumusan melepaskan diri dari ikatan pendapat
berbagai madzhab yang tertulis dalam kitab-kitab fikih.
b. Mengutamakan permecahan problema masa kini
c. Unity and variety
d. Pendekatan kompromi dengan hukum adat
Pendekatan kompromu dengan khukum adat dalam
perumusan KHI untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum
yang tidak dijumpai nas}nya dalam al-qur’an. Pada segi lain, nilai-
nilai tersebut telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat
dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat
kebiasaan nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta
kerukunan dalam kehidupan masyarakat.
Walaupun demikian, dalam penyusunan KHI diakui masih
banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, sebagaimana
































dikemukakan oleh Yahya Harahap antara lain: Jangan mimpi
seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh
bayang-bayang kepalsuan untuk menganggap KHI sebagai karya
sejarah monumental dan agung. Keliru sekali impian dan khayalan
tersebut Yang benar, terima dan sadarilah KHI dengan segala
kekurangan dan ketidaksempurnaan. Pengkaji dan perumusnya
adalah manusia biasa dengan segala sifat ‘epemiral’ yang melekat
pada diri mereka. Oleh karena yang membuatnya terdiri dari
manusia-manusia yang bersifat epemiral, sudah pasti KHI banyak
sekali mengandung kelemahan an ketidaksempurnaan. Saya sendiri
sebagai alah seorang yang ikut langsung terlibat dalam panitia KHI
mulai dari langkah pertama sampai akhir pembicaraan, tetap
berpendapat dan menyatakan bahwa KHI baru merupakan langkah
awal, KHI belum final dan belum sempurnah. Paling-paling dia
merupakan warisan generasi sekarang untuk ditinggalkan dan
disempurnakan bentuk formil dan substansi materilnya oleh
angkatan selanjutnya. KHI baru merupakan usaha awal dari
penertiban segala macam kekecauan dan ketidakpastian, ikhtilaf
yang tak berujung pangkal dalam sejarah peradilan agama masa
silam.9
5. Dasar Ketetapan Pasal 108 KHI.
9 Ibid., 54.
































Wasiat hukumnya sah teruntuk semua orang mukallaf yang
merdeka meskipun ia kafir. Wasiat yang diberikan haruslah jelas dan
berupa barang/benda. Orang yang mewasiatkan seharusnya mengerti dan
paham dengan wasiat yang akan diberikan olehnya. Artinya orang yang
mewasiatkan memiliki kuasa penuh terhadap barang yang diwasiatkan.
Besarnya wasiat adalah 1/3 dari harta warisan, jika lebih maka wasiat
menjadi batal dengan sendirinya.
Wasiat yang sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi keluarga
yang kurang mampu, bukan orang yang berkedudukan. Antara orang
yang berwasiat dan orang yang diberi wasiat keduanya harus melalui
proses s}igat (ucapan dari orang yang memberi wasiat kepada orang yang
diberi wasiat). Wasiat pada umumnya berupa benda-benda yang tidak
bergerak seperti tanah, bangunan, perkebunan, pertanian, dsb. Oleh
karena hal tersebut wasiat barang berupa hewan tidak dianjurkan oleh
beberapa ulama. 10
Dalam literatur lain mengatakan bahwa wasiat tidak sah
diberikan jika melebihi 1/3 harta. Hal ini berdasarkan kandungan hadis
nabi yang diriwayatkan dari Sahabat Sa’ad berupa instruksi Rasulullah
saw berupa perkataan 1/3 yang diartikan bagian yang sudah cukup
banyak. Yang artinya “sepertiga itu bukan sepertiga pembagian waris
tetapi sepertiga itu diambil murni dari harta orang yang meninggal.”
10 Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Asysyarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 4 (Kairo: Al-
Maktabah At-Taufiqiyah, 2001), 68-70.
































Wasiat yang bisa diberikan harus berupa harta artinya wasiat selain
benda/barang tidak dapat diterima.11
Wasiat dikatakan sah apabila benda yang diwasiatkan dapat
diambil nilai guna atau manfaat untuk kepentingan umum. Wasiat juga
dapat diberikan berupa hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau,
selama hewan ternak tersebut tidak menjadi miliki orang yang akan
diberi wasiat. Wasiat berupa ilmu pengetahuan tidak dibenarkan, karena
ilmu pengetahuan bisa didapat dengan usaha keras  sementara wasiat
merupakan pemberian.12
Syarat-syarat benda yang diwasiatkan ada lima. Pertama,
bendanya harus ada dan berwujud (tidak abstrak). Kedua, bendanya
diketahui keberadaannya. Ketiga, benda yang akan diwasiatkan adalah
milik sendiri. keempat, benda yang diwasiatkan maksimal sepertiga
bagian. Kelima, benda yang diwasiatkan harus mempunyai nilai guna
bagi orang yang menerima.
Menurut sebagian kitab dijelaskan bahwa wasiat hukumnya sah
diberikan kepada orang yang berjuang dijalan Allah SWT, misalnya
orang yang mencari ilmu kemudian kemudian kehabisan bekal. Syarat
11 Abi Zakariya Yahya bin Syarafa al Nawawi, Hasyiyah al Qalyubi wa umar 'ala Syarhi
Jalaluddin al Mahalli 'ala Minhaj al Thalibin, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2008),
608-611.
12 Ibid., 627-629.
































orang yang menerima wasiat ada lima. Islam, baligh, berakal, merdeka,
dapat dipercaya.13
B. Badan Hukum
1. Pengertian Badan Hukum.14
Istilah badan hukum dalam KUH Perdata tidak ada, yang ada
“perkumpulan”. KUH Perdata memandang “perkumpulan” bukan
sebagai badan pribadi melainkan sebagai perjanjian, maka
pengaturannya terdapat dalam Buku III, Bab Kesembilan tentang
perjanjian khusus: “tentang perkumpulan” Pasal 1653 sampai dengan
Pasal 1665 KUHPer. Pengaturan tersebut sebetulnya tidak tepat oleh
karena badan hukum merupakan bagian badan pribadi, maka mestinya
diatur dalam Buku I KUHPer.
Badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia
perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai
hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepetingan-kepentingan hukum
terhadap orang lain atau badan lain. Pendapat lain mengatakan, badan
hukum yaitu kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan
suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaanm yag
ditersendirikan uuntuk tujuan tertentu (yayasan). Baik perhimpunan
13 Muhammad Nawawi bin Umam Al Ja>wi, Tausyekh ‘Ala Ibn Qasim, (Surabaya: Nurul Huda,
tt), 193-195.
14 Suhardana, dkk, Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1996), 57.
































maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi
merupakan person, pendukung hak dan kewajiban.
Beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa badan hukum
sebagai subjek hukum berarti ia pun dapat melakukan perbuatan hukum
untuk mencapai tujuan yang digariskan. Untuk itu maka perbuatan
hukum dilakukan oleh pengurus (organ badan hukum). Apabila
perbuatan organ tersebut ternyata menimbulkan kerugian pada pihak
lawan, sedangkan organ tersebut berbuat sesuai dengan garis
kewenangan yang diberikan kepadanya, maka badan hukum dapat
dipertanggungjawabkan (digugat). Sebaliknya badan hukum juga dapat
menggugat pihak lawannya.
Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari rechtspersoon
(Belanda) atau persona moralis (Latin), legal persons (Inggris), atau
zedelijk lichaam (Belanda). Badan hukum sebagai istilah dalam hukum
dan kepustakaan kiranya sudah tidak asing lagi, namun ada juga yang
menyebutnya dengan purasa hukum, awak hukum, pribadi hukum, dan
sebagainya.
2. Syarat Formal dan Material Badan Hukum.15
Suatu badan, perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus
sebagai badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat. Menurut
doktrin syarat-syarat tersebut:
a. Adanya kekayaan yang terpisah.
15 Ibid., 59.
































b. Mempunyai tujuan tertentu.
c. Mempunyai kepentingan.
d. Ada organisasi yang teratur.
Status badan hukum bagi suatu badan, badan usaha, perkumpulan
merupakan suatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang kodrati
(alami/melekat dengan sendirinya). Kewenangan untuk memberikan
status badan hukum terdapat pada menteri kehakiman dan untuk
mendapat status itu, maka para pihak harus mengajukan permohonan
kepada menteri kehakiman melalui ketua pengadilan negeri.
Syarat-syarat sebagaimana disebut oleh doktrin tersebut
merupakan syarat material yang harus ada, sedangkan yang dimaksud
dengan syarat formal ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi
sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai
badan hukum misalnya yang diatur dalam Pasal 36 KUHD. Pada
akhirnya dalam penentuan status badan hukum atau bukan bagi suatu
badan, badan usaha, perkumpulan tidaklah terlepas dari peranan hukum
positif dari suatu negara.
3. Kedudukan Badan Hukum.16
Untuk mengetahui kedudukan badan hukum, dapat secara jelas
dilihat dalam undang-undang. Selain itu dapat pula diketahui dari
kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau perkumpulan
(dalam arti luas) dengan tegas oleh undan-undang dinyatakan sebagai
16 Ibid., 60.
































badan hukum, contoh: BRI adalah badan hukum, BI adalah badan
hukum. Terkadang undang-undang tidak menyebutnya secara tegas,
tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan adalah badan
hukum. Contoh PTT dakan ordonasi 1931 terdapat peraturannya, tetapi
tidak tegas dinyatakan PTT sebagai badan hukum.
Pada badan, perkumpulan yang tidak dengan tegas dinyatakan
sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum dapat
ditentukan dengan jalan melihat hukum yang mengaturnyada jika dari
peraturan diambil konklusi adanya sifat, ciri, atau dengan kata lain
adanya unsur badan hukum, maka badan (perkumpulan) itu adalah suatu
badan hukum.
4. Macam-Macam Badan Hukum.17
Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPer badan hukum dibedakan
menjadi :
a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah/kekuasaan umum,
misalnya: propinsi, kota praja, bank pemerintah.
b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum,
misalnya: perseroan, gereja, organisasi-organisasi agama.
c. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, misalnya: PT,
perkumpulan asuransi, perkapalan.
17 Ibid.
































Badan hukum dibedakan menjadi dua dengan memakai kriteria
menurut sifatnya :
a. Badan hukum ketatanegaraan ialah badan yang dikuasai oleh
peraturan-peraturan yang atas dasar tersebut badan tersebut
didirikan/diakui, dan berhenti karena dihapuskan oleh penguasa
yang berwenang. Contoh: daerah otonom, propinsi, kabupaten, kota
praja, lembaga-lembaga, majelis, bank-bank.
b. Badan hukum keperdataan ialah badan hukum yang didirikan atas
dasar perjanjian-perjanjia yang dibuat sendiri, berhentinya diatur
pula oleh perjanjian tersebut atau karena tujuannya telah tercapai.
Contoh: perhimpunan yang diatur dalam Buku III Pasal 1653, dan
seterusnya KUHPer, yayasan, badan hukum-badan hukum yang
termasuk dalam hukum dagang firma yang berbadan hukum,
koperasi, MAI, dan lainnya.
Pendapat-pendapat di atas tampak ada berbagai macam kriteria
untuk menyebut/membedakan badan hukum dan tampak pula tidak ada
kesepahaman dalamm menentukan kriteria-kriteria.
5. Orang yang Bertindak Mewakili Badan Hukum.18
Oleh karena badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak
berjiwa maka sudah barang tentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan
hukum dibutuhkan bantuan, untuk itu ia harus diwakili oleh manusia.
Mereka itu berbuat untuk dan atas nama badan hukumnya, dengan
18 Ibid., 61
































sebutan menjadi wakil dari badan hukum. Perwakilan yang ada di situ
berdasarkan atas perjanjian, bukan atas dasar ditentukan undang-
undang, hal ini yang umum terjadi. Tetapi jika kita amati secara teliti
tentang siapa yang ditunjuk mewakili badan hukum, hal ini biasanya
terdapat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari badan
hukum.
Pasal 1654 KUHPer menunjukkan kepada kita bahwa badan
hukum mempunyai kewenangan bertindak/berbuat. Sedangkan Pasal
1655 KUHPer menunjukkan siapa yang dapat mewakili badan hukum
untuk bertindak ialah pengurusnya (de bestuurders) atau direksinya dan
sebutan lainnya yang sama itu dikenal dengan istilah “organ” badan
hukum. Batas kewenangan berbuat dari organ tersebut diatur dalam
undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga badan
hukumnya. Jadi “organ” melalui pengurus, direksi, wenang bertindak
atas nama (in naam) badan itu.
Adanya pembatasan atas kewenangan organ berarti bahwa irgan
badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi
dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan intern yang berlaku dalam adan
hukum, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-
peraturan lain.
































6. Tanggung Jawab Badan Hukum.19
Apabila organ badan hukum dalam melakukan perbuatannya
ternyata melanggar atas kewenangannya, maka yang harus bertanggung
jawab bukanlah badan hukumnya, tetapi pribadi organ tersebut, kecuali
jika perbuatan tersebut menguntungkan badan hukum, atau organ yang
lebih tinggi menyetujuinya. Jadi atas kerugian yang diderita pihak
ketiga yang disebabkan oleh perbuatan organ badan hukum yang
melanggar batas wewenangnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan
terhadap badan hukum, kecuali bermanfaat bagi badan hukum atau
disetujuinya. Pasal 45 KUHD juga mengatur mengnai batas-batas
wewenang dari organ badan hukum dalam melakukan perbuatan untuk
badan hukum serta sanksi atas pelanggaran terhadap batas wewenang
tersebut.
19 Ibid., 62.

































KESESUAIAN PASAL 108 KHI TENTANG WASIAT PERWALIAN ANAK
KEPADA BADAN HUKUM DENGAN HUKUM ISLAM
A. Ketetapan Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan
Hukum.
Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal KHI adalah salah
satu dari produk hukum yang dirancang oleh para pakar hukum dan hukum
Islam. KHI merupakan produk hukum yang berupa Instruksi Presiden
(Inpres) yang dibentuk pada tahun 1991 yang mana dalam tatanan hierarki
hukum Indonesia Inpres berada setelah Peraturan Pemerintah (PP), namun
dengan adanya peraturan tersebut berakibat hukum mengikat bagi warga
negara yang beragama Islam dan menjadi salah satu rujukan dalam hukum
Indonesia dan rujukan dalam proses beracara di lingkup Pengadilan Agama
se-Indonesia.
Salah satu referensi Hakim Pengadilan Agama adalah Kompilasi
Hukum Islam, di mana isinya adalah rangkuman dari beberapa pendapat
ulama yang ada di kitab-kitab fikih. Agar mudah diterima di masyarakat
KHI tidak melepas adat yang berlaku begitu saja. Beberapa adat yang
berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat tetap dijadikan
pertimbangan hukum.
KHI memuat beberapa peraturan di antaranya tentang perkawinan,
kewarisan dan perwakafan. Dari peraturan dalam KHI, penulis mengangkat
































pembahasan terkait wasiat perwalian dari orang tua kepada badan hukum
yang ada pada Buku I Bab Perwalian Pasal 108 yang berbunyi “Orang tua
dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan
perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia
meninggal dunia.”
Pengertian secara umum pasal tersebut bermakna bahwa orang tua
sebelum meninggal dunia dapat membuat pernyataan wasiat yang berisi
tentang pelimpahan perwalian atas anak-anaknya kepada badan hukum.
Namun, secara khusus penulis tidak menemukan penjelasan dari pasal
tersebut baik dalam pengertian pasal maupun asal usul dari adanya pasal
tersebut dan juga pasal ini tidak memiliki tindak lanjut selanjutnya, yang
mana objek dari makna perwalian dan badan hukum belumlah ada penjelasan
yang mendetail.
Selama pencarian asal usul lahirnya pasal 108 tidak diketahui
penjelasannya dalam KHI. Namun jika dilihat dari perspektif yang berbeda
pasal tersebut membawa suatu solusi atau penyelesaian sebuah konflik yang
mungkin saja dapat terjadi di era saat ini. Selanjutnya keberadaan pasal
tersebut terletak diantara dua pasal yang tidak memiliki keterkaitan
hubungan antara pasal sebelumnya dengan pasal sesudahnya serta tidak
adanya penjabaran dalam tiap-tiap unsur yang terdapat pada pasal tersebut
sehingga dapat menimbulkan multitafsir yang beragam bagi orang yang
memahaminya.
































Tidak adanya penjelasan dari pasal tersebut serta penggunaan dan
ketentuan dari wasiat yang digunakan pada bagian perwalian menimbulkan
pertanyaan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan wasiat dalam
hukum Islam yang ada atau justru sebaliknya sebagai alternatif dari
ketentuan tentang wasiat yang telah ada. Nas } tentang ketentuan wasiat
terdapat dalam qur’an surah Baqarah ayat 180 dan hadis yang diriwayatkan
oleh Bukhori No. 2537.
Kedua nas} tersebut dengan jelas menerangkan bahwa apabila telah
dekat ajal seseorang hendaknya ia berwasiat kepada bapak-ibu dan kerabat
karibnya dengan cara yang baik, dan jumlah dari harta yang hendak
diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan si pewasiat. Nas}
tersebut menjelaskan aturan wasiat secara global tanpa mengkhususkan
suatu penjelasan atau aturan tertentu, sedangkan aturan dalam pasal 108
menyebutkan penjelasan yang tidak termuat dan diluar aturan nas} yang ada.
Menurut penulis, singkatnya dasar dari pasal 108 tidak terdapat dalam nas}
yang ada dalam al-qur’an, al-hadis maupun fikih Imam Syafi’i sehingga
pasal tersebut dapat disebut sebagai pasal baru yang dihasilkan dari
pemikiran para perumus KHI
Pasal 108 KHI dalam hukum Indonesia memiliki keterkaitan dengan
aturan yang ada dalam KUHPerdata, bukan aturan mengenai wasiat namun
aturan mengenai pemberian perwalian kepada badan hukum. Kedua aturan
hukum tersebut memiliki perbedaan yang mencolok, dalam KUHPer
perwalian dapat dialihkan kepada badan hukum sedang dalam hukum Islam
































perwalian melekat pada orang tua kandung dan tidak dapat dialihkan kepada
badan hukum. Untuk hal wasiat dalam hukum Islam hendaknya sesuatu
benda yang dapat diambil kemanfaatannya dan terbatas pada benda
sedangkan KUHPer wasiat dapat berupa apa saja yang dapat memberikan
manfaat kepada penerima wasiat.
Lebih lanjut, dalam pencarian penulis mengenai penerapan pasal
tersebut di lingkup pengadilan ternyata belum ada kasus terkait penerapan
pasal tersebut, disebabkan masih minimnya pengetahuan dari masyarakat
akan pasal tersebut dan juga masih banyaknya masyarakat yang
menggunakan adat dan kebiasaan dalam wasiat dan peralihan wali anak. Hal
ini terpengaruh pada pemikiran dan kepercayaan masyarakat akan pemberian
status wali kepada seseorang yang bukan bagian dari keluarga, sebab dalam
masyarakat Indonesia masih memegang nilai-nilai kesopanan.
Peraturan terkait pasal tersebut banyak tercantum pada KUHPer,
sedangkan dalam peraturan yang lain hanya menyebutkan bagian-bagian
tertentu, seperti peraturan mengenai badan hukum terdapat pada KUHD dan
UU Tentang Perseroan, peraturan mengenai perwalian ada pada UU
Perkawinan dan peraturan mengenai wasiat hanya terdapat di KUHPerdata,
sedangkan peraturan yang menyebutkan secara keseluruhan tidak ada. Hal
ini yang tentu mewajibkan penjelasan yang terperinci terkait aturan dan
ketentuan dari wasiat perwalian kepada badan hukum sehingga tidak
menimbulkan pro-kontra dalam penjelasan pasal tersebut, serta tidak adanya
































prosedur dan tata cara mengenai proses dari pemberian wasiat perwalian
kepada badan hukum.
Perspektif penulis bahwa pasal 108 KHI ini bagaikan pedang bermata
dua yang mana satu sisi memberikan sisi positif dan satu sisi memberikan
sisi negatif. Sisi positif dari pasal 108 ialah sebagai solusi dari sebuah
permasalahan yang mungkin terjadi mengenai perwalian anak dari orang tua
yang meninggal untuk dialihkan perwaliannya kepada badan hukum,
sedangkan sisi negatifnya ialah pasal tersebut bertolak belakang dengan
ketentuan nas} yang ada. Pasal tersebut juga tidak menjelaskan dan
mendefinisikan dengan baik makna dan maksud dari Pasal 108 KHI
B. Kesesuaian Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan
Hukum Terhadap Analisis Hukum Islam
Pasal 108 KHI jika dianalisa menggunakan ketentuan dari wasiat
dalam hukum Islam dapat dikemukakan menjadi: orang tua sebagai pemberi
wasiat (al-mu>s}i>), badan hukum selaku penerima wasiat (al-mu>s}a lah),
perwalian atas diri anak diartikan sebagai benda yang diwasiatkan (al-mu>sa>
bih), kata wasiat yang diartikan sebagai lafadz dari akad wasiat (s}i>ghat).
1. Orang Tua Sebagai Pemberi Wasiat (al-mu>s}i>)
Beberapa ahli menerangkan syarat dari pemberi wasiat ialah
harus akil, baligh, mempunyai pikiran sehat, benar-benar berhak atas
harta benda yang akan diwasiatkan. Tidak berada di bawah pengaruh
yang tidak menguntungkan seperti: tertipu, terpaksa, dan keadaan-
































keadaan lain yang sejenis, dengan sukarela atas kemauan sendiri, dan
diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan
hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat
paksaan. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap
orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan.
Orang tua sebagai pemberi wasiat dalam hal ini sudah memenuhi
syarat dan rukun dari wasiat, yaitu balig, merdeka, atas kemauannya
sendiri, tanpa paksaan, harta/benda yang diwasiatkan milik pribadi serta
dalam harta/benda memiliki kemanfaatan terhadap barang tersebut.
Orang tua dalam hal ini bertindak penuh sebagai al-mu>si>, karena
orang tua mempunyai hak atas benda yang akan diwasiatkan yaitu
perwalian atas anaknya kepada badan hukum. Namun perlu diperhatikan
bahwa orang tua yang berhak melakukan perbuatan tersebut ialah orang
tua yang berstatus kandung atau orang tua yang melahirkan anak
tersebut bukan orang tua yang berstatus angkat maupun adopsi,
begitupun bagi orang tua tiri tidak berhak melalukan wasiat perwalian
tanpa persetujuan dari orang tua kandungnya.
2. Badan Hukum Selaku Penerima Wasiat (al-mu>s}a> lah)
Selanjutnya badan hukum sebagai penerima wasiat (al-mu>s}a> lah),
badan hukum dikategorikan sebagai penerima wasiat sebab dalam
hukum perdata badan hukum termasuk sebagai subjek hukum yang
disamaartikan dengan orang, sehingga badan hukum dapat melakukan
































perbuatan hukum yang berdasarkan pada peraturan yang mengikat dan
berlaku atas badan hukum tersebut.
Pendapat beberapa ahli mengenai penerima wasiat harus
memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Beragama Islam; 2. Sudah balig; 3.
Orang yang berakal; 4. Orang yang merdeka; 5. Amanah; 6. Cakap untuk
menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat. Lebih
lanjut penerima wasiat harus: 1. Orangnya jelas, baik nama maupun
alamatnya; 2. Ia ada ketika pemberian wasiat; 3. Cakap menjalankan
tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat. Dapat diberikan kepada orang
tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris.
Orang-orang yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara
hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak atau
benda.
Melihat konteks mengenai penerima wasiat bahwa badan hukum
tidak termasuk kategori sebagai penerima wasiat, sebab dalam organ
struktural yang ada pada badan hukum terdapat banyak susunan yang
terbentuk, maka perlu adanya penentuan mengenai orang yang
menerima amanat dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai
penerima wasiat. Penerima wasiat sebisa mungkin adalah orang yang
seagama yaitu Islam, sebab jika lain agama yang menerima wasiat
tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antara penerima dan
pemberi wasiat.
































Penunjukkan badan hukum sebagai penerima dari wasiat perlu
adanya penetapan yang mendalam seperti sifat dan jenis badan hukum
yang dapat menerima sebuah wasiat perwalian, lalu kondisi dan keadaan
dari badan hukum yang dapat menerima wasiat, dan perlu adanya
kepercayaan dan kejujuruan dari badan hukum tersebut jika dipilih
menjadi penerima wasiat. Mungkin hal-hal semacam itu yang perlu
adanya perhatian, terlebih lagi pada saat ini peristiwa tersebut bisa saja
terjadi namun tanpa melalui sebuah prosedur yang sesuai.
3. Perwalian atas diri anak diartikan sebagai benda yang diwasiatkan (al-
mu>s}a bih)
Benda wasiat adalah suatu harta kekayaan yang dimiliki
sepenuhnya dari pemberi wasiat untuk diberikan kepada penerima
wasiat guna sebagai penerus dari pemberi sebelumnya. Benda wasiat
dalam aturan hukum Islam ialah benda yang memiliki kemanfaatan atau
harta kekayaan yang dapat dikelola dan diambil sebuah kemanfaatannya,
namun dalam pasal ini benda wasiat digantikan dengan perwalian atas
diri anak yang dijadikan sebagai objek wasiat.
Menurut penulis, perwalian atas diri anak yang dijadikan sebagai
objek/benda wasiat tidak layak, sebab perwalian merupakan suatu
tindakan atau perbuatan bukan benda karena perwalian tidak bersifat
statis namun mengikuti perkembangan dari hal yang diembannya. Jika
anak yang diwalikan adalah anak tunggal yang mewarisi seluruh harta
kekayaan dari orang tuannya maka jumlah harta wasiat telah melebihi
































ketentuan yang ada, namun sebaliknya jika anak yang diwalikan
memiliki banyak saudara dan tiap-tiap saudaranya mendapat bagian
sesuai ketentuan maka wali tersebut secara otomatis membiayai dari
anak yang diwalikan kepadanya.
Pendapat beberapa ahli mengenai ketentuan harta benda yang
diwasiatkan yaitu, ketentuan jumlah harta peninggalan hanya boleh
diwasiatkan tidak lebih dari 1/3. Perhitungan ini harus mengingat: 1.
Telah dikurangi utang-piutang mayyit. 2. Telah dipotong biaya/belanja
penguburan mayyit. Keseluruhan harta yang diwariskan itu ada pada
saat pemberi wasiat (pewasiat) meninggal dunia. Harta atau barang yang
diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahterimakan hak
pemilikiannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Harta yang
diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas atau bermanfaat bagi penerima
wasiat bukan harta atau barang-barang yang diharamkan atau yang akan
membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Harta yang wasiat harus
memenuhi syarat: 1. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-
barang bernilai; 2. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat; 3. Milik pemberi
wasiat sendiri.
Melihat dari pendapat diatas bahwa sebuah harta benda yang
diwasiatkan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta
pewasiat dan telah dikurangi untuk pemeliharaan dan pembayaran
hutang-hutang pewasiat, harta yang diwasiatkan memiliki kejelasan dan
kemanfaatan bagi penerima wasiat dan tidak mengandung
































kemudharatan. Namun dalam hal perwalian bukan harta/benda yang
dijadikan sebagai harta wasiat melainkan pribadi dari seorang anak yang
diwasiatkan perwaliannya kepada lembaga/badan hukum, dalam hal ini
memiliki berbagai ketimpangan seperti batas usia anak yang diwalikan,
perbuatan yang dapat diwalikan kepada badan hukum, kebutuhan
pribadi si anak yang harus dipenuhi, dan pembiayaan yang dilakukan
oleh badan hukum kepada si anak yang dalam perwaliannya.
Adanya wasiat perwalian anak kepada badan hukum memberikan
celah kepada orang tua yang “tidak mempercayakan anaknya kepada
saudara atau kerabatnya” untuk memperalihkan perwalian anaknya
kepada lembaga yang berlabel hukum untuk menjadi wali bagi si anak
setelah sepeninggal orang tuanya, namun disisi lain dengan beralihnya
tanggung jawab dari orang tua kepada badan hukum memberikan
kekaburan akan jenis dari badan hukum yang dipilih serta tugas,
tanggung jawab dan jaminan dari badan hukum setelah dilimpahkan
wewenang perwalian kepada keluarga dari si anak yang diwalikannya.
4. Kata wasiat yang diartikan sebagai lafadz dari akad wasiat (s}i>ghat).
Menurut beberapa ahli bahwa s}i>ghat bermakna pernyataan yang
jelas, dalam hal ini pemberi wasiat menyatakan dengan jelas mengenai
isi wasiatnya di hadapan dua orang saksi. Khusus mengenai pernyataan
yang jelas tidak diharuskan secara tertulis, kecuali sebagai pemenuhan
terhadap ketentuan hukum setempat. S}i>ghat adalah serah terima antara
pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya
































berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafaz yang jelas
mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara
tertulis maupun secara lisan yang kemudian disaksikan oleh dua orang
saksi. S}i>ghat hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan
maksud wasiat. Kata-kata yang menyatakan maksud wasiat, misalnya:
1. Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta
peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid; 2. Saya
percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat dari harta
peninggalan saya untuk kepentingan madrasah di desa saya.
Menurut penulis, kesesuaian antara penjelasan mengenai
ketentuan Sighat antara pemberi dan penerima wasiat dengan
pengunaan kata wasiat dalam Pasal 108 sudah sesuai, sebab dalam pasal
tersebut menyatakan dengan jelas perihal pernyataan yang dilakukan
oleh pemberi kepada penerima wasiat. Pasal tersebut juga terdapat
penegasan dengan penggunaan kata wasiat diawal kalimat pada pasal
tersebut.
Setelah melihat penjabaran dari kesesuaian antara rukun dan syarat
dari wasiat dengan kata perkata pada pasal tersebut, terdapat dua hal yang
tidak sesuai dengan syarat dan rukun wasiat, yaitu pertama badan hukum
sebagai penerima wasiat dan kedua perwalian diri anak sebagai benda yang
diwasiatkan. Menurut penulis, jika terdapat salah satu dari rukun dan syarat
dari wasiat tidak terpenuhi maka wasiat tersebut telah gugur dengan
sendirinya, begitupun dengan perwalian dan badan hukum yang ada dalam
































pasal 108 yang menjadi salah satu dari rukun dan syarat dari wasiat tidak
dapat dikategorikan sebagai rukun wasiat maka wasiat dalam pasal tersebut
tidak berlaku.
Ketentuan wasiat dalam nas} yang telah dipaparkan dalam bab
sebelumnya menerangkan tidak adanya penyebutan penerima wasiat secara
khusus dan sebuah perwalian sebagai barang yang dapat diwasiatkan. Hal ini
memperkuat bahwa pasal 108 tersebut tidak memiliki dasar pembentuk
pasal, serta pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan wasiat yang ada
yaitu pada bagian penerima wasiat dan objek barang yang diwasiatkan.
Menurut penulis, tidak adanya nas} yang mendasari lahirnya pasal
tersebut serta tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan wasiat yang ada
sehingga pasal tersebut dapat dikatakan terlahir dari pemikiran para ahli
perumus Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksesuaian antara rukun dan syarat
wasiat dengan konten pasal tersebut dan aturan yang terkait, maka Pasal 108
KHI tidak seharusnya ada atau pasal tersebut tidak harus tercantum dalam
KHI.
Analisa penulis dari penjabaran dan penjelasan tersebut, Pasal 108
KHI yang seharusnya mendasarkan pembentukan pada nas} mengenai
ketentuan wasiat, namun dalam realisasinya tidak terdapat kecocokan antara
nas} dengan pasal, dan kesesuaian antara konten pasal dengan syarat dan
rukun tidak sama pula sehingga pasal tersebut tidak layak untuk dihadirkan
pada bagian-bagian dalam KHI. Serta dalam rukun dan syarat dari wasiat
































jika salah satu dari rukun tidak ada maka wasiat tersebut batal dan gugur
dengan sendirinya.
Rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan pasal tersebut ialah badan
hukum sebagai penerima dan perwalian sebagai benda wasiat. Badan hukum
dalam strukturnya memiliki organ kepengurusan yang mendirikan suatu
badan hukum, pemberian tanggung jawab kepada badan hukum memberikan
tanda tanya kepada siapa harusnya tanggung jawab tersebut diterima sedang
dalam organ badan hukum terdiri lebih dari seorang. Penerimaan tanggung
jawab tersebut yang menjadikan badan hukum tidak layak untuk dijadikan
sebagai penerima wasiat disebabkan penunjukkan perwakilan dari badan
hukum masihlah belum jelas.
Penunjukkan badan hukum sebagai penerima wasiat menimbulkan
ketimpangan pada bentuk badan hukum, di Indonesia badan hukum dapat
berbentuk seperti contoh Perusahaan Terbatas (PT), Perseoran, Yayasan
Amal, dsb. Bentuk badan hukum yang tidak tercantum dalam penjelasan
pasal tersebut berdampak pada kurang tepatnya badan hukum yang ditunjuk
menjadi penerima wasiat.
Selanjutnya perwalian yang dikategorikan sebagai benda wasiat,
menurut penulis perwalian bukanlah benda yang dapat diwasiatkan
melainkan perwalian ialah tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain
untuk menjalankan sebuah amanat tertentu dan perwalian juga memiliki
makna sifat dan makna kerja. Perwalian dalam pasal tersebut tidak memiliki
penjelasan yang rinci dan mendetail mengenai ruang lingkup dan hal-hal
































yang terkait dengan perwalian seperti batas perwalian, tanggung jawab wali,
gugurnya wali, dan sebagainya.
Perwalian dalam pasal tersebut memiliki dua perspektif yaitu
perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif, yang mana dari kedua
perspektif tersebut bertentangan satu sama lain. Perwalian perspektif hukum
Islam menerangkan bahwa suatu perwalian tidak dapat beralih peran kepada
badan hukum kecuali wali yang ada dalam susunan perwalian dalam hukum
Islam, wali dalam hukum Islam tidak hanya bertindak dalam pemeliharaan
dan perawatan anak saja melainkan bertindak menjadi wali dalam
pernikahan.
Perwalian dalam perspektif hukum positif memberikan kebebasan
untuk diberikan kepada siapa pun selama orang yang menjadi wali sudah
dewasa dan cakap dalam bertindak hukum. Hukum positif pula tidak
membebankan pada satu pihak dan memberika keleluasaan dalam
memberikan perwalian. Perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum
positif dalam perwalian memberikan perbedaan dalam penggunaannya, sama
halnya dengan penggunaan kata perwalian dalam KHI dengan penggunaan
kata perwakilan dalam UU Perkawinan.
Menurut penulis, penggunaan kata perwalian dan perwakilan dalam
dua hukum tersebut berdampak pada kegunaan antar kata. Kata perwalian
bermakna luas tidak hanya sebatas pemeliharaan namun juga pernikahan dan
mempunyai tanggung jawab lebih luas dari wakil, sedangkan kata
perwakilan bermakna bertindak atas perintah/amanat yang diberikan dari
































seseorang kepada orang lain untuk melakukan tugas tersebut dan hanya
memiliki tanggung jawab kepada orang yang memberi perintah/amanat.
Perbedaan makna perwalian dan perwakilan tersebut yang harus dijadikan
dasar perubahan dari pasal 108 KHI, guna memperjelas fungsi dan peran dari
perwalian kepada badan hukum.
Jadi, menurut penulis adanya Pasal 108 KHI yang tidak mempunyai
landasan nas} serta tidak memiliki kesesuaian dengan syarat dan rukun wasiat
dapat dikatakan bahwa pasal tersebut gugur dan tidak layak untuk dijadikan
salah satu bagian dari bab terkait tentang wasiat. Selain itu, perlu adanya
perubahan dalam hal pemilihan kata yang dapat memberikan makna yang
jelas dan konkrit yaitu dari kata perwalian diganti menjadi perwakilan, serta
perlu adanya regulasi guna memperjelas aturan mengenai pemberian
perwalian kepada badan hukum.



































1. Ketetapan Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan
hukum adalah pasal tersebut tidak memberikan penjelasan dan definisi
yang kongkrit mengenai maksud dan tujuannya, serta keberadaan pasal
tersebut bertolak belakang dengan ketentuan nas} dan aturan terkait
wasiat. Berikutnya, peraturan negara mengenai wasiat perwalian kepada
badan hukum hanya ada pada beberapa peraturan tertentu dan tidak ada
peraturan yang menjelaskan mengenai prosedur dari pasal tersebut, dan
pasal tersebut bersebrangan dengan nilai-nilai kesopanan yang ada di
masyarakat.
2. Analisa penulis mengenai kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat
perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam adalah pasal
tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada menurut fikih
Madzhab Imam Syafi’i karena dalam pasal tersebut terdapat dua unsur
yang tidak sesuai dengan aturan wasiat dalam hukum Islam yaitu
pertama badan hukum sebagai penerima wasiat dan perwalian sebagai
benda yang diwasiatkan, sebab perwalian bukanlah sebuah barang
melainkan jasa dan badan hukum bukanlah penerima perorangan
melainkan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang
tidak terikat agama dan budaya. Solusinya pasal tersebut perlu adanya
































perubahan dari perwalian menjadi perwakilan sebab dalam perwakilan
memiliki peranan yang terbatas dibandingkan dengan perwalian, dan
perlu adanya regulasi mengenai badan hukum yang diperbolehkan
menerima suatu wasiat atau tanggung jawab sejenisnya.
B. Saran.
Penulis sangat berharap, agar penelitian ini dapat memperkaya
khazanah keilmuan, khususnya di bidang kajian ilmu fiqh dan ilmu hukum
terhadap problematika kontemporer yang berbasis IPTEK dan berbekal
IMTAQ. Dengan demikian, kritikan terhadap semua organisasi masyarakat
dan lembaga yang kurang sependapat dengan penelitian ini supaya bisa
menyesuaikan diri dan mengambil intisari serta kemaslahatannya untuk
dijadikan bahan analisa dan pertimbangan dalam menghadapi problematika
hukum yang lain.
Penulis sadar diri, setiap manusia pasti mempunyai salah dan khilaf.
Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif sangat penyusun
harapkan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini
bermanfaat untuk menunjang dan turut mencerdaskan bangsa khususnya
dalam tatanan hukum.
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